BAB I1
TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA,

ASURANSI, DAN POLIS

A. Pengertian Hukum Pidana
Tri Andrisman dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, mengatakan
bahwa:®

“Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam
hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan
umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak
melanggar hukum pidana.Pengertian pidana adalah penderitaan
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan :3

“Istilah pidana dari kata hukuman (straf) tetapi kata hukuman
merupakan istilah yang umum dan konvensional juga mempunyai
arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat
berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak
hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah
moral, pendidikan, agama, dan sebagainya. Sedangkan istilah
pemidanaan berasal dari kata sentence yang artinya pemberian
atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Menurut Sudarto juga memberikan penjelasan mengenai pengertian

pidana, yaitu :*

3 Tri Andrisman, Hukum Pidana. Unila Press. Bandar Lampung. 2007. hlm. 7.

% Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
Bandung. 1998. him. 2.

37 Sudarto. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip. Semarang. 1990. HIm.
9.
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“Pidana adalah pidana adalah penderitaan yang sengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Sedangkan, menurut Roeslan Saleh (dalam Muladi dan Barda Nawawi
Arief) menyatakan:®

“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa
yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu.”

Selanjutnya Van Hamel dalam P.A.F. lamintang mempertegas pengertian
pidana sebagai berikut :°

“Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan
pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari
ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-
mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan
hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”

Berdasarkan definisi tersebut diatas menurut Muladi dan Barda Nawawi
Arief dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri
sebagi berikut :4°

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak
menyenangkan;

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan
yang mempunyai kekuasaan yang berwenang; dan

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi
syarat-syarat tertentu.

380p.Cit. Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. him. 2.
39 P.AF. Lamintang. Hukum Penintensier Indonesia. Amrico. Bandung. 1984. him. 34.
40 Op.Cit. Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. him. 4.
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Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah
hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah
straft, yaitu :*!

“Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk
semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif,
disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara
sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hokum pidana.”
Menurut Satochid Kartanegara, bahwa :#2

“Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang
oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang
yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-
undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan
keputusan hakim dijatunkan terhadap diri orang yang
dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu
harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran
yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan
oleh undang- undang.”

Notohamidjojo mendefinisikan bahwa :*3

“Hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak
tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam
masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan,
demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia
dalam masyarakat.”

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah :**

41 Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, , Jakarta, 2008, him.27.

42 |bid, hlm. 27

4 0. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, him,
121

4 Op.Cit. Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. him. 2.
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“Penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana, yaitu:*

“Terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan
laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah
dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan
yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa
hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang
menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan
untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana
yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

M. Ali juga memberika pengertian mengenai Pidana, yakni :4°

“Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan
hukum/undang-undang  yang  menentukan  perbuatan  yang
dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap
pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum
Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini
disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri,
akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan
menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang
hukum lain tersebut.”

Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung

dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan

tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang

pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa

batas dari pemerintah.

him 1-2.

him. 3.

4 P AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984,

4 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,
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Suharto dan Junaidi Efendi menyebutkan bahwa :4/

“Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman
dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan
persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak
berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup
kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga
menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut
harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian,
hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang
supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan
sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang
tidak mau mematuhinya.”

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa :48

“Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa
anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan
meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam
kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan
bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-
nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif).
Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang
sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang
yang baik tabi’atnya (represif).”

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang
perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di
Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa
kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum
pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum

pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :°

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

47 Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai
Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, him 25.

48 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2003, him. 20.

49 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2010, him. 7.
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Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang
bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk
dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam
menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak
tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua
ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang
melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas
dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat
adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan
pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini  merupakan
perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh
Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :>°

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum,
oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi
hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup
kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam
masyarakat.

2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk
melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang
hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi
yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika
dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang
hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic
(suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan
sebagai ,,mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai ,,pedang
bermata dua®, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan
untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya:
nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika
terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru
mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda)
hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu
memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat.
Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social
control fungsi hukum pidana adalah subsidair,artinya hukum
pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila
usaha-usaha lain kurang memadai.

%0 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, HIm 9.
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Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal
atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan
hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto
sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut :>

1. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang
tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP,
yang nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor
nederlandsch indie (W.v.S), sebuah Titah Raja (Koninklijk
Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku
sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.l. ini
merupakan copie (turunan) dari Wetboek van Strafrecht
Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai
berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan
diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan
dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi
asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang
sekarang berlaku di Indonesia setelah  Proklamasi
Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-
perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1
Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta),
Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari
Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2
menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang
berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada
pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang
sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu
Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali
lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman
pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan
perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.l. (KUHP),
misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-
ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana
Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan
oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak
sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah
menimbulkan dua buah KUHP yang masingmasing
mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh
dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum
pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka
dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang

51 1bid., HIm, 15-19.



antara lain menyatakan bahwa UU R.l. No. 1 Tahun 1946 itu
berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian
perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda
sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu
merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk
semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam
lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum
pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana
yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana
yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan
perundangundangan hukum pidana lainnya.

Hukum pidana adat mengatakan bahwa Di daerah-daerah
tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang
tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana.
Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih
dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal
ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun
1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih
berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan
daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana
pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum
pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai
sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang
tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) adalah
penjelasan atas rencana undang-undang pidana, Yyang
diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan
Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU
ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1
September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut
dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan
lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda
(W.v.S.N.1I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu
adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu
M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula
untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut
di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

35
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B. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam
menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak
pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik.
Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan
“straf baar feit” atau delict. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai
tindak pidana :>?

“Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan
yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki
oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana
adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat
dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna,
peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang
dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan
mana diadakan tindakan penghukuman.”

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di
atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau
delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para
sarjana, yakni :>3

“Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang
yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum
yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”

Selain pengertian di atas, seorang ahli juga mengemukakan

pendapatnya mengenai pengertian hukum, yakni :>*

52 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru,
Jakarta, 2003, him 53,

%3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,1983, him 56

%4 |bid.
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“Menurut simon straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling
yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum
yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu
bertanggungjawab.”
Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu
pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :>

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya
untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah
hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan
definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.
Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami
pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan
pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran
pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan.
Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan
suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai
terjemahan dari bahasa Belanda straf yang dapat diartikan
sebagai hukuman.”

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan
istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau
misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi
dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para
sarjana, yaitu sebagai berikut :%

“Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak
pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara
yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah
“perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan
pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko
Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan
atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan

% 1bid, him. 37
%6 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam
Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta, 1987, him 137
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reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan
atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal
yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-
faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”

Pembentuk  undang-undang telah  menggunakan perkataan
”strafbaarfeit” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan
tentang apa yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit, sehingga
timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya
yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan
oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa :>’

“Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging)
yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum,
yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan
kesalahan”

Sedangkan pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai
berikut :8

“Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran
norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.”

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa :

“Istilah hukuman yang berasal dari kata straf ini dan istilah
dihukum yang berasal dari perkataan wordt gestraft, adalah

merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju
dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang

57 Op.Cit, Moeljatno, 1987, him 38
%8 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. 1984, him. 173-
174



inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata wordt
gestraft. Jika straf diartikan hukuman maka strafrecht
seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya
dikatakan oleh Moeljotno bahwa dihukum berarti diterapi
hukuman baik hukum pidana maupun hukum perdata.
Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi
yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup
juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.”

Menurut Sudarto, bahwa :°°

”Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan
tentang hukum (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu
peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja,
akan tetapi juga hukum perdata.”

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah :%°
“Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana
adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang
dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.”

Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa :®

“Pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada

seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.”

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana

harus :%2

a. Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi
lain yang tidak menyenangkan;

b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau
disangka benar melakukan tindak pidana;

c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar
ketentuan hukum;

%9 Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,

Purwokerto. 1990/1991. him. 3
60 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung. 1985. him. 22

%1 1bid.

%2|bid, him 23.
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d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak
pidana; dan

e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan
ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak
pidana tersebut.

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas
Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :%

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang
tak menyenangkan;

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah
melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas
tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar
diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak,
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari
starbaarfeit tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata
delictum.

Sudarsono menjelaskan bahwa :4

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang

(tindak pidana)”

8 Op. cit., Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. him. 4.
64 Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, him.12.
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Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan
delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-
undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau
tindakan pidana.

Wirjono mengatakan bahwa :%

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah
peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS
1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari
istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian
yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh
gejala alam™.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa :%¢

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum
dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di
sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang
berifat pasif.”

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu :7

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu
budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki

dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh

hukum.”

8  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2003, him. 33.

% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
him. 49

67 Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana
Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, him. 61
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Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat
dirumuskan sebagai berikut :8
“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib
hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah
dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”
Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum
di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana
adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan
tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat
dipertanggungjawabkan oleh pelaku.
Menurut Satochid perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana
apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut °:
“Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan
tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh
undang-undang maupun peraturan perundang-undangan
lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat
dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.”
Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas
dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah

dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya

suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas

8 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1997, him. 182.
89 Satochid, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni, Bandung, him. 65.
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yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah
delik, karena : ™

a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;

b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup
delikdelik Kkhusus yang subjeknya merupakan badan
hukum, badan, orang mati;

c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan
perbuatan pidana juga menggunakan delik;

d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik
yang diwujudkan oleh Kkorporasi orang tidak kenal
menurut hukum pidana ekonomi Indonesia; dan

e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti ‘“Peristiwa
Pidana.”

Teguh Prasetyo mengatakan berdasarkan rumusan tindak pidana
memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut :"*
a. Suatu perbuatan manusia;
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh
undang-undang; dan
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat
dipertanggung jawabkan.
Tindak pidana dalam KUHP sendiri dibagi menjadi dua yakni
pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku Il dan
buku 111 KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit,

bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar

70 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana | Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, him.
231.

I Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2011, him. 49
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dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut
pandang masing-masing pakar.
Unsur-Unsur Tindak Pidana
Tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat
tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi
seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan
memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto,
pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-
unsur tindak pidana sebagaimana tersebut :"?
“Dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur)
ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-
unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah
yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.”
Menurut Lamintang, bahwa : "
“Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan
unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif
dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah
unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan
dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu
yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud
dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di

mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : "

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);

2 Op. cit., Sudarto, 1990/1991. him. 43.
8 Op. cit., Lamintang, 1984. him. 183.
4 |bid.
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Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau
pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang
terdapat misalnya di dalam kejahatan — kejahatan
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
menurut Pasal 340 KUHP; dan

Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat
di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah : "

o

Sifat melanggar hukum;

Kualitas si pelaku; dan

Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai
akibat.

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-

unsur tindak pidana menurut Simons adalah :7®

a.

134

Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak
berbuat atau membiarkan);

Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);

Melawan hukum (onrechtmatig);

Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband
staad); dan

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(toerekeningsyatbaar persoon).

Unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya

unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :

a. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;

b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan

"> 1bid.

6 Op. cit., Sudarto, 1990/1991. him. 32.
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c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-
perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau
”dimuka umum.”
Selanjutnya unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :”*
a. Orangnya mampu bertanggung jawab; dan
b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus
dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan
mana perbuatan itu dilakukan.

Van Hamel, menyatakan Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre en
mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten.
Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :"®

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang;

b. Bersifat melawan hukum;

c. Dilakukan dengan kesalahan dan

d. Patut dipidana.

E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk

adanya pidana, dengan demikian usnur-unsurnya yaitu :"°
a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau
membiarkan);
b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun
bersifat subyektif);

c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan
d. Diancam dengan pidana.

7 Loc. Cit, Sudarto, 1990/1991.
8 |bid.
 |bid.
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J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah
perbuatan yang memenuhi rumusan delik :
a. Bersifat melawan hukum; dan

b. Dilakukan dengan kesalahan.

C. Asuransi
1. Pengertian Asuransi
Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam
perundang- undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian
berasal dari kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah
hukum “perasuransian” yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan
asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu :5!
a. Asuransi dibidang kegiatan asuransi disebut usaha
asuransi  (insurance business). Perusahaan yang
menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi
(insurance company); dan
b. Usaha dibidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut
usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan yang
menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut
Perusahaan Penunjang Asuransi.
Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD) pertanggungan atau asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana
seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung,

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

8 | oc. cit. Sudarto, 1990/1991.
81 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2006, him 5.
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yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa
yang tak tertentu.

Menurut Abdulkadir Muhammad, berdasarkan definisi tersebut dapat
di uraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut :82

a. Unsur pihak-pihak
Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu
penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian
asuransi. Penanggung dan tertanggung memiliki hak dan
kewajiban. Penanggung wajib memikul risiko yang
dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran
premi. Sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan
berhak memperoleh perlindungan dan ganti rugi atas harta
miliknya.

b. Unsur status
Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan
hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT),
Perusahaan  Perseroan  (Persero) atau  Koprasi.
Tertanggung berstatus sebagai perseorangan, persekutuan
atau badan hukum yang sebagai pemilik atau pihak
berkepentingan atas harta benda yang diasuransikan.

c. Unsur objek
Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan
yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut
sebagai premi.

d. Unsur peristiwa
Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa
persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung
dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak
pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi dan
syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.

e. Unsur hubungan asuransi
Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan
tertanggung adalah keterikatan (legally bound) yang
timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas.
Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari
penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban
dan hak masing-masing terhadap satu sama lain, yang
artinya  sejak  tercapainya kesepakatan  asuransi
tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi

82 Abdulkadir Muhammad, Ibid, him. 8
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kepada penanggung dan sejak itu pula penanggung
menerima pengalihan risiko.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UUUP) :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau
lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang di pertanggungkan.”

Pengertian di atas, di dalam bukunya Djoko Prakoso dan | Ketut

Murtika, Emmy Pangaribuan berpendapat sebagai berikut :&
“Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung
dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap
tertanggung untuk membebaskan diri dari kerugian karena
kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang
diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu
kejadian yang belum pasti.”

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian
kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-
kerugian yang belum pasti.3* Asuransi adalah upaya yang dapat
dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi
peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi

kemungkinan peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam

kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada Perusahaan Asuransi selaku

8 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
1992, him. 22

8 H. Abbas Salim, Asuransi dan Managemen Resiko, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1998, him 1.
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penanggung dan sebagai imbalannya tertanggung bersedia untuk membayar

sejumlah premi yang telah disepakati. Dalam hal ini, tertanggung yang

berkepentingan akan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab jika

kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.8®
Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa :

“Asuransi atau dalam bahasa Belanda “Verzekering” berarti
pertanggungan. dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu
yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak
yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugiaan,
yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu
peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula
belum dapat ditentukan akan saat terjadinya. Suatu kontra
prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu,
diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang
menanggung. Apabila kemudian ternyata peristiwa yang
dimaksud itu tidak terjadi.”

Sementara itu Muhammad Muslehuddin memberikan pengertian
asuransi sebagai berikut :
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan
mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada
seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin
akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”
Rumusan yang diberikan oleh pasal 246 KUHD di atas adalah
pengertian asuransi secara umum. Pasal 246 KUHD ini belum memberikan
pengertian yang lengkap, karena lebih menekankan pada asuransi kerugian

saja, sedangkan pengertian asuransi jiwa atau sejumlah uang tidak tercukup

didalamnya oleh karena itu dalam UU.No.2 tahun 1992 tentang usaha

8 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit him. 162
8 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1986, hal.1
8 Muhammad Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern, Lentera, Jakarta, 1999, hal. 3
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perasuransian diberikan suatu defenisi yang lebih lengkap, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu :

“Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri
kepada penanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung, karena
kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum terhadap
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau
meninggalkan atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.”

Meskipun dalam definisi tersebut di atas, seolah-olah hanya terdapat
satu pihak saja yaitu penanggung yang terikat, tetapi jika diselami maksud
sebenarnya dari perumusan itu, maka pihak tertanggung juga terikat untuk
melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Dari pengertian asuransi yang
terdapat dalam Pasal 246 KUHD itu, Wirjono Prodjodikoro menyimpulkan
bahwa ada 3 unsur dalam asuransi yaitu :8

a. Pihak terjamin (verzekerde), berjanji membayar uang
premi kepada penjamin (verzekeraar), sekaligus atau
berangsur-angsur;

b. Pihak penjamin (verzekeraar) berjanji akan membayar
sejumlah uang kepada pihak terjamin (verzekerde)
sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur

ke 3; dan
c. Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

8 Wirdjono Prodjodikoro, Loc Cit, hal 5
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2. Jenis-Jenis Asuransi

Menurut Abdulkadir Muhammad, asuransi dapat diklarifikasikan

menurut berbagai Kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan undang-

undang yang mengaturnya.®®

a. Menurut Sifat Perikatannya

1)

2)

Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada
paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tergugat
sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya asuransi
kerugian dan asuransi jiwa.

Asuransi Wajib

Asuransi wajib adalah asuransi yang ditentukan oleh
Pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan ditentukan

oleh undang-undang, salah satunya adalah asuransi sosial.

b. Menurut Jenis Risiko

1)

Asuransi risiko perseorangan (personal lines)

Asuransi risiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak
dibidang perlindungan terhadap individu, risiko pribadi dari
ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya rumah

pribadi.

8 Abdulkadir Muhammad, 1bid, him. 135
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2) Asuransi risiko usaha
Asuransi risiko usaha dalah asuransi yang bergerak dibidang
perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau
peristiwa tidak pasti berkaitan dengan risiko usaha yang
mungkin dihadapi, misalnya armada angkutan, gedung,
pertokoan.
c. Menurut Jenis Usaha
Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4
(empat) macam seperti yang diatur dalam undang-undang
asuransi, yaitu :
1) Asuransi Kerugian
Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak
di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari
ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya
asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi
pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan
asuransi kredit.
2) Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di
bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa
seseorang dari ancaman bahaya kematiann. Contohnya
adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka,

asuransi jiwa seumur hidup.
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3) Reasuransi
Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau
asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi
kerugian atau perusahaan asuransi jiwa tidak ingin
menanggung risiko yang terlalu berat.

4) Asuransi Sosial
Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di
bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan
raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan
lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya
pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan

kerja karena usia lanjut.

D. Polis

Polis adalah akta tertulis yang menyatakan telah terjadi perjanjian asuransi
antara pihak penanggung dan pihak tertanggung yang berisi syarat dan
ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai alat bukti
tertulis yang tercantum dalam polis harus jelas tidak boleh mengandung kata-
kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan penafsiran sehingga
mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban
masing-masing pihak dalam pelaksanaan asuransi.

Kata sepakat merupakan dasar dan landasan dalam melakukan perjanjian

asuransi, kemudian perjanjian pertanggungan tersebut harus dilengkapi dengan
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syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terciptanya sebuah akta yang disebut

polis.*

Syarat-syarat polis asuransi kendaraan bermotor secara umum adalah :

1.

7.

8.

Hari dan tanggal serta tempat dimana asuransi kendaraan bermotor
diadakan;

Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk
diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga;

Keterangan yang jelas mengenai kendaraan bermotor yang
diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung;

Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung;
Evenemen-evenemen penyebeb timbulnya kerugian yang ditanggung
oleh penanggung;

Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang
menjadi tanggungan penanggung;

Premi yang dibayar oleh tertanggung; dan

Janji-janji khusus yang diadakan antara penanggung dan tertanggung.

Polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai

risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-

syarat khusus tersebut sebagai berikut :

1.

2.

Wilayah negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor;

Pembayaran premi;

% Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta,

1995, him. 122
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. Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak
ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung;

Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar,
subrogasi Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian; dan

Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.





